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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan 
strategi kebijakan publik yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan 
sosial di Indonesia secara simultan, terintegrasi, dan berorientasi pada pembangunan 
berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic 
Literature Review (SLR), studi ini menganalisis berbagai hasil penelitian yang 
relevan dari database Dimensions dan Scopus dalam rentang waktu 2020–2025. 
Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah bereputasi yang membahas secara eksplisit 
strategi kebijakan publik terkait isu kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. 
Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat parsial, belum 
terintegrasi secara lintas sektor dan wilayah, serta kurang responsif terhadap 
pendekatan multidimensional kemiskinan. Penelitian ini menekankan pentingnya 
integrasi perlindungan sosial adaptif, pemanfaatan data longitudinal, dan 
pembelajaran dari praktik internasional khususnya revitalisasi pedesaan di Tiongkok 
untuk mendukung transformasi intervensi sosial di tingkat lokal. Rekomendasi 
strategis yang diusulkan mencakup penguatan implementasi Undang-Undang Desa, 
reformasi agraria yang inklusif, serta integrasi prinsip SDGs dalam kebijakan 
nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam menutup gap konseptual dan praktis 
mengenai efektivitas kebijakan sosial berbasis bukti dalam mengurangi kemiskinan 
dan ketimpangan struktural di Indonesia. 

Keywords: Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Sosial, Kebijakan Publik. 

 

mailto:nisalestari2106@gmail.com


Strategi Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan 

 dan Ketimpangan Sosial Di Indonesia 

Nisa Lestari1; Nabil Alam2; Ade Yusfiani Ginova3 

 

JID-The Indonesian Journal of the Social Sciences 265  

A. Pendahuluan 

Secara umum, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang 

tetap relevan untuk dikaji secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan bukan 

hanya karena kemiskinan telah berlangsung sejak lama dan masih menjadi 

bagian dari realitas masyarakat, tetapi juga karena gejalanya semakin 

meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh 

bangsa Indonesia(Fardi & Pratama, 2023). Salah satu faktor penyebab 

kemiskinan yang jarang mendapat perhatian adalah bencana atau wabah 

penyakit. Pandemi Covid-19, telah membawa dampak signifikan. Dampak 

tersebut mencakup meningkatnya angka pengangguran, turunnya 

produktivitas baik pada tingkat individu maupun perusahaan, serta 

munculnya kelompok masyarakat miskin baru yang secara keseluruhan 

menambah jumlah penduduk miskin (I. N. Pratama, 2023b). Kemiskinan juga 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor 

alam dan ekonomi seperti terjadinya bencana alam, keterbatasan sumber 

daya, serta ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak langsung pada 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko 

jatuh ke dalam kemiskinan(I. N. Pratama, 2023). 

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan dua fenomena yang 

saling terkait dan berdampak luas terhadap pembangunan manusia. 

Kemiskinan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kekurangan 

pendapatan, melainkan sebagai kondisi multidimensional yang mencakup 

keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta 

partisipasi sosial dan politik (Hababil et al., 2024). Sementara itu, 

ketimpangan sosial merujuk pada distribusi yang tidak setara atas sumber 

daya, peluang, dan hasil pembangunan, baik antarindividu maupun 

antarwilayah. Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, 

pengukuran dan pemahaman yang komprehensif terhadap kedua variabel ini 

menjadi landasan penting bagi penyusunan strategi kebijakan publik yang 

efektif dan kontekstual (Deni, 2023). 

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara untuk 

mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara adil, sekaligus 

menanggulangi ketimpangan struktural yang melahirkan kemiskinan. 

Perlindungan sosial, sebagai bagian dari kebijakan publik, berfungsi untuk 
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menjamin hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme jaminan sosial, 

bantuan sosial, dan subsidi yang menyasar kelompok rentan (Kenney et al., 

2022). Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh 

desain intervensi, kapasitas implementasi, ketersediaan data, serta 

sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh 

karena itu, strategi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan dan 

ketimpangan sosial harus bersifat fleksibel, berbasis bukti, dan responsif 

terhadap dinamika lokal dan global (Riyanto, 2025). 

Evaluasi terhadap strategi kebijakan publik menunjukkan adanya 

dinamika kompleks antara keberhasilan dan kegagalan implementasi. 

Tantangan terbesar seringkali muncul pada tahap pelaksanaan, terutama 

karena keterbatasan sumber daya, tingginya angka pergantian tenaga kerja, 

serta kurangnya pelatihan bagi pelaksana kebijakan (Kenney et al., 2022). Di 

samping itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain 

yang matang dan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas (Selepe, 

2023). Namun, penggunaan bukti ilmiah untuk menilai efektivitas kebijakan 

masih menghadapi hambatan, mengingat adanya temuan yang saling 

bertentangan. Contohnya adalah kebijakan minimum unit pricing (MUP) di 

Skotlandia dan Australia, yang menunjukkan hasil evaluasi yang bervariasi, 

mengindikasikan pentingnya pendekatan berbasis konteks dalam 

menafsirkan efektivitas kebijakan (Robinson et al., 2023); (Rayanakorn et al., 

2022).  

Keterbatasan pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada 

aspek pendapatan telah mendorong berkembangnya pendekatan 

multidimensional. Pendekatan ini menekankan pentingnya indikator non-

moneter seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sebagai dimensi 

integral dari kemiskinan (Zulkifli & Abidin, 2023). Namun, pendekatan ini 

juga menghadapi tantangan metodologis, seperti pemilihan indikator yang 

relevan dan keterbatasan sistem pembobotan yang digunakan dalam Indeks 

Kemiskinan Multidimensi (MPI), yang dinilai belum mencerminkan 

pengalaman subjektif masyarakat miskin secara akurat (Macció & Mitchell, 

2023); (de Silva & Premaratna, 2023). Untuk itu, dibutuhkan pengumpulan 

data yang lebih akurat, representatif, dan kontekstual. Selain itu, intervensi 

kebijakan perlu diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang sering kali 

luput dari indikator konvensional, seperti kawasan permukiman informal 
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dan kelompok pengungsi (Lyons & Kass-Hanna, 2021); (Opaluwa et al., 

2022). 

Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kemiskinan global, 

dengan proyeksi penambahan hingga 100 juta orang ke dalam kategori 

miskin ekstrem (Valensisi, 2020). Negara-negara berkembang mengalami 

kerugian pendapatan lebih dari 220 miliar dolar AS, yang sebagian besar 

dialami oleh kelompok yang tidak memiliki perlindungan sosial memadai 

(Saunders & Evans, 2020). Di India, diperkirakan 150–199 juta penduduk 

jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat disrupsi ekonomi, terutama di 

wilayah pedesaan (Ram & Yadav, 2021). Dalam konteks ini, berbagai strategi 

intervensi telah dilakukan, antara lain penguatan jaminan sosial, jaminan 

ketahanan pangan, serta bantuan langsung untuk menopang kehidupan 

masyarakat miskin selama masa lockdown (Pereira & Oliveira, 2020); 

(Buheji et al., 2020). Pandemi ini menegaskan perlunya transformasi sistem 

perlindungan sosial agar lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan. 

Berdasarkan tinjauan literatur dan temuan empiris sebelumnya, tampak 
bahwa masih terdapat research gap dalam hal integrasi antar kebijakan 
publik yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan responsif terhadap 
pendekatan multidimensional kemiskinan. Banyak strategi masih bersifat 
parsial, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya berbasis data lokal yang 
akurat. Selain itu, belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana praktik 
internasional dan kerangka SDGs dapat diadaptasi secara kontekstual ke 
dalam sistem kebijakan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan Strategi 
Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di 
Indonesia secara simultan, terintegrasi, dan berorientasi pada pembangunan 
berkelanjutan. 
 
B. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Systematic Literature Review (SLR). Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil 
penelitian yang relevan mengenai Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi 
Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan 
untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang 
relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang 
mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber 
dari database Dimensions (https://app.dimensions.ai) dan Scopus 
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(https://www.scopus.com) dengan interval publikasi 6 tahun terakhir untuk 
memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan 
dengan Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan 
Ketimpangan Sosial di Indonesia. 

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk 
memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang 
dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan 
dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara 
khusus membahas Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan 
dan Ketimpangan Sosial di Indonesia; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 6 
tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks 
lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur 
penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Prosedur penelitian 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, 
analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. 
Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang 
dibahas, yaitu Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan 
Ketimpangan Sosial di Indonesia. Kriteria kelayakan ditentukan untuk 
menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan 
seperti “(Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial dan Kebijakan 
Publik) OR (Poverty Alleviation AND Social Inequality AND Public Policy)”. 
Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk 
data yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data 
yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk 
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membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian 
ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan 
untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Strategi Kebijakan Publik 
dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Seleksi Data 

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 140,222 data, 
meliputi data open access sebanyak 34,587 data dan sisanya adalah close 
access. Dari 34,587 data tersebut, terdapat 23,422 data merupakan artikel 
dan 11,161 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 
13,693 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah 
data tersebut sesuai dengan Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah publikasi dengan topik "Poverty 

Alleviation and Social Inequality and Public Policy" dari tahun 2020 hingga 
2025. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan konsisten 
dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Pada tahun 
2020, jumlah publikasi tercatat sekitar 1.650, kemudian meningkat 
signifikan setiap tahunnya: sekitar 2.100 pada 2021, sekitar 2.550 pada 
2022, hingga mendekati 2.850 pada 2023, dan akhirnya mencapai puncak 
sekitar 3.050 publikasi pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan peningkatan 
perhatian akademik terhadap isu-isu pengentasan kemiskinan, ketimpangan 
sosial, dan kebijakan publik selama lima tahun pertama. Namun, pada tahun 
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2025 terlihat penurunan yang sangat tajam, dengan jumlah publikasi hanya 
sekitar 1.550, bahkan lebih rendah dari tahun 2020. Penurunan ini 
tampaknya disebabkan oleh belum lengkapnya data publikasi untuk tahun 
2025, mengingat data diekspor pada pertengahan tahun (Juni 2025), 
sehingga banyak publikasi yang mungkin belum tercatat atau belum 
dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, data tahun 2025 sebaiknya 
diperlakukan sebagai data sementara dan tidak digunakan untuk 
perbandingan tren tahunan yang final. 

2. Network Visualization of Data  

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan 
dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian 
dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3 

 

 
Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian 

 
Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variable yang diteliti 

selama 6 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang 
berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi dari setiap variabel 
adalah sebagai berikut : 

a. purple Cluster (Pendekatan Intervensi dan Konteks Global) 

Klaster ini berfokus pada intervention, context, approach, framework, 
pandemic, mental health, covid, action, sdgs, nutrition, practice, sector, south 
africa, india, and world. Klaster ini merepresentasikan pendekatan 
konseptual dan praktik intervensi sosial dalam konteks global, terutama 
berkaitan dengan tantangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Isu kesehatan mental dan 
nutrisi pada kelompok rentan (seperti adolescent) menjadi perhatian utama, 
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disertai penekanan pada pendekatan lintas sektor dan kerangka kerja 
multidisipliner. Negara-negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan 
tampil sebagai locus empiris penting dalam literatur. 

b. black Cluster (Determinasi Sosial dan Dimensi Multidimensional 
Kemiskinan) 

Dalam klaster berfokus pada kata seperti age, burden, equity, 
multidimensional poverty, socioeconomic status, illness, incidence, association, 
catastrophic health expenditure, older adult, housing, and health status. 
Klaster ini memetakan keterkaitan antara dimensi kemiskinan dan indikator 
determinan sosial, seperti usia, status sosial ekonomi, dan kesehatan. 
Terdapat fokus signifikan pada konsep kemiskinan multidimensi dan beban 
pengeluaran kesehatan yang bersifat katastropik, khususnya pada kelompok 
usia lanjut. Ketimpangan dalam akses terhadap perumahan dan layanan 
kesehatan juga menjadi variabel penting yang dianalisis melalui pendekatan 
asosiatif dan regresif. 

c. Orange Cluster (Fokus Geografis dan Spasial pada Kemiskinan di 

Cina) 

Klaster ini mendominasi pada china, province, county, rural china, 
relative poverty, cfps, rural revitalization, farmer, agriculture, and economy. 
Klaster ini menyoroti studi-studi yang berfokus pada konteks regional di 
Tiongkok, khususnya mengenai strategi pengentasan kemiskinan di daerah 
pedesaan. Program revitalisasi pedesaan (rural revitalization) dan 
transformasi pertanian menjadi kata kunci utama yang didukung oleh data 
mikro seperti CFPS (China Family Panel Studies). Diskursus ini juga memuat 
perhatian terhadap dinamika antar provinsi/kabupaten, serta pengaruh 
kebijakan ekonomi terhadap kondisi petani dan kemiskinan relatif. 

 
Berdasarkan pembagian klaster tersebut, para peneliti dapat melakukan 

studi yang lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut. 

a. Transformasi Pendekatan Intervensi Sosial di Indonesia: Dari 
Pandemi ke Agenda Pembangunan Berkelanjutan 

Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya evaluasi ulang terhadap 
kebijakan sosial yang diarahkan untuk intervensi kemiskinan, dengan 
menyoroti pentingnya strategi yang adaptif dalam menghadapi kerentanan 
yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, integrasi mekanisme 
perlindungan sosial menjadi krusial, terutama melalui implementasi skema 
seperti Temporary Basic Income (TBI) yang berpotensi meringankan beban 
ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin dengan biaya relatif rendah, 
yaitu sekitar 0,27% hingga 0,63% dari PDB negara-negara berkembang 
(Barron et al., 2022). Lebih lanjut, pandemi memperjelas urgensi cakupan 
jaminan kesehatan universal dan sistem perlindungan sosial yang kuat untuk 
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menanggulangi ketimpangan akses layanan kesehatan serta mendukung 
kelompok rentan, termasuk mereka yang mengalami diskriminasi sistemik 
(Gray Molina et al., 2022); (Tan et al., 2023).  
Di sisi lain, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam 
strategi penanggulangan kemiskinan semakin menekankan perlunya 
pendekatan multidimensional, yang mencakup aspek pendapatan, kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup. Praktik di negara seperti Tiongkok 
menunjukkan efektivitas penggunaan indikator multidimensi berbasis data 
dalam mengarahkan alokasi dana secara lebih terfokus pada kebutuhan lokal 
(Yang et al., 2022). Pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam 
mengimplementasikan strategi berbasis SDGs dengan mengoptimalkan 
sumber daya regional serta memperkuat partisipasi komunitas, khususnya di 
bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, pendekatan 
ini memperkuat komitmen global terhadap hak ekonomi-sosial dan prinsip 
keberlanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Agenda 2030, sekaligus 
mendorong tata kelola yang lebih akuntabel (M. Y. J. Pratama & Zubaidah, 
2024); (Padmakanthi, 2023).  
Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa transformasi 
pendekatan intervensi sosial di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan 
perlindungan sosial yang bersifat fleksibel dan inklusif, dengan 
memperhatikan dimensi non-moneter dari kemiskinan. Pandemi telah 
membuktikan bahwa kebijakan yang menggabungkan intervensi kesehatan 
masyarakat dan jaminan sosial dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat 
tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Untuk itu, Indonesia perlu 
mempercepat integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan nasional 
secara lintas sektor dan berbasis wilayah. Pendekatan ini tidak hanya relevan 
dalam konteks pemulihan pasca-pandemi, tetapi juga esensial untuk 
memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan 
berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial di jangka panjang. 
 

b. Ketimpangan Struktural dan Determinan Sosial Kemiskinan di 
Indonesia. 

Determinasi sosial seperti usia, status sosial ekonomi (SES), dan beban 
pengeluaran rumah tangga memegang peranan sentral dalam menjelaskan 
ketimpangan kesehatan, terutama di kalangan populasi rentan. Kelompok 
lansia, misalnya, memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi, yang 
berdampak langsung pada peningkatan pengeluaran rumah tangga. Di 
Vietnam, sebesar 86,3% pengeluaran kesehatan rumah tangga berasal dari 
biaya langsung (OOPHE) untuk lansia, dengan 12,2% dari mereka mengalami 
tekanan finansial akibat beban tersebut (Giang et al., 2022). Status sosial 
ekonomi yang rendah juga berkorelasi kuat dengan hasil kesehatan yang 
buruk dan tingkat toksisitas finansial yang tinggi, di mana individu dalam 
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kuartil SES terendah mengalami prevalensi toksisitas finansial hingga 68%, 
jauh lebih tinggi dibandingkan 15% pada kelompok SES tertinggi (Valero-
Elizondo et al., 2022). Faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, pendidikan, 
dan kondisi lingkungan tempat tinggal membentuk landasan utama bagi 
disparitas kesehatan, menciptakan akumulasi kerentanan yang saling 
berkelindan. 

Di sisi lain, pemahaman terhadap kemiskinan secara multidimensional 
memberikan perspektif yang lebih holistik dalam merancang intervensi 
kebijakan yang efektif. Kemiskinan multidimensional tidak hanya diukur 
melalui indikator pendapatan, tetapi juga melalui dimensi kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup (Zulkifli & Abidin, 2023). Alat ukur seperti 
Multidimensional Poverty Index (MPI) dan metode Alkire-Foster 
memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pengukuran 
deprivasi yang lebih spesifik (De Rosa, 2022); (Saddique et al., 2023). Studi 
kasus di Afrika Selatan dan Pakistan menunjukkan bahwa disparitas regional 
dapat dikenali melalui indikator spesifik seperti akses terhadap sanitasi, 
kepemilikan aset transportasi, dan layanan publik (Jackson & Yu, 2023). 
Selain itu, faktor demografis seperti jenis kelamin, usia, dan status pekerjaan 
juga terbukti memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensional secara 
signifikan, menandakan perlunya kebijakan yang sensitif terhadap 
keragaman populasi (Saddique et al., 2023).  

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan 
struktural dan determinan sosial kemiskinan di Indonesia tidak dapat 
ditangani hanya dengan pendekatan monodimensional berbasis pendapatan. 
Kompleksitas faktor usia, status sosial ekonomi, dan beban pengeluaran 
kesehatan harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang saling 
mempengaruhi dan memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, Indonesia 
perlu mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis indikator 
multidimensional yang mampu menjangkau akar penyebab kemiskinan, 
termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi hunian. 
Pendekatan ini memungkinkan perumusan intervensi yang lebih adaptif 
terhadap variasi regional dan karakteristik demografis, sekaligus 
memperkuat fondasi kebijakan inklusif yang berorientasi pada pengurangan 
ketimpangan sosial secara struktural. 
 

c. Pembelajaran Global untuk Strategi Nasional: Refleksi dari 
Kasus Tiongkok dan Adaptasinya di Indonesia 

Revitalisasi pedesaan dan reformasi pertanian menjadi strategi krusial 
dalam merespons ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Transformasi 
sektor pertanian yang ditandai dengan pergeseran ke sektor non-pertanian 
telah memperkuat kemiskinan pedesaan secara persisten di berbagai 
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provinsi (Abduh, 2023). Dalam konteks ini, penguatan kinerja usaha tani 
terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadi elemen 
penting dalam pengentasan kemiskinan (Boni, 2022). Namun, ketimpangan 
kepemilikan lahan tetap menjadi hambatan struktural yang melahirkan 
konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (Earlene & Djaja, 2023). 
Reformasi agraria yang efektif diperlukan untuk menciptakan redistribusi 
lahan yang adil sebagai landasan keadilan sosial. Di sisi lain, keberadaan 
Undang-Undang Desa telah memperkuat peran pemerintahan desa dalam 
pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan, meskipun masih 
dihadapkan pada tantangan kapasitas kelembagaan dan tekanan pasar global 
(Sujito & Ghofur, 2023). Fragmentasi gerakan agraria serta kecenderungan 
kooptasi oleh elit politik juga menjadi tantangan dalam mewujudkan agenda 
revitalisasi yang transformatif(White et al., 2023). 

Dalam mendukung kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap 
kebutuhan lokal, pendekatan berbasis data longitudinal dan mikroanalisis 
menjadi sangat esensial. Data longitudinal memungkinkan pemantauan 
perubahan indikator sosial seperti partisipasi pendidikan dan status 
kesehatan dalam jangka waktu tertentu, sekaligus meningkatkan akurasi 
evaluasi kebijakan (Ramberg & Watkins, 2020); (Pattaro et al., 2020). Studi 
longitudinal juga mengungkap dampak kebijakan investasi sosial terhadap 
dinamika keluarga dan fertilitas, yang sangat penting bagi perencanaan 
jangka panjang (Billingsley et al., 2022). Sementara itu, mikroanalisis 
memberikan wawasan granular tentang mekanisme implementasi kebijakan 
dan dampaknya terhadap individu dan komunitas lokal (Capano & Toth, 
2023). Melalui analisis data mikro, kebijakan dapat ditargetkan lebih efektif 
kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga meningkatkan 
keberpihakan dan efisiensi strategi pembangunan (Hoff et al., 2022). 

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
dari praktik global, khususnya Tiongkok, dapat memberikan inspirasi 
signifikan dalam perumusan strategi nasional Indonesia, terutama dalam 
revitalisasi pedesaan dan pembangunan berbasis data. Keberhasilan 
Tiongkok dalam mengintegrasikan kebijakan agraria, pembangunan 
pedesaan, dan basis data longitudinal seperti CFPS menjadi contoh penting 
bahwa keberhasilan intervensi bergantung pada konsistensi tata kelola dan 
keakuratan data. Dalam konteks Indonesia, penguatan basis data seperti 
PODES, Susenas, dan Sakernas serta pemberdayaan kelembagaan desa 
merupakan kunci dalam mendorong desain kebijakan yang inklusif, adaptif, 
dan kontekstual. Adaptasi ini menuntut sinergi lintas sektor antara reformasi 
agraria, pembangunan kapasitas desa, dan sistem informasi yang solid agar 
agenda pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan pedesaan dapat 
diwujudkan secara berkelanjutan. 
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D. Kesimpulan 

Transformasi pendekatan intervensi sosial di Indonesia menuntut 

integrasi yang komprehensif antara perlindungan sosial yang adaptif, 

pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan, serta pemanfaatan data 

longitudinal dan praktik pembangunan berbasis komunitas. Temuan-temuan 

mutakhir menunjukkan bahwa respons yang efektif terhadap kemiskinan 

dan ketimpangan sosial harus melampaui pendekatan moneter semata, dan 

sebaliknya mengedepankan intervensi yang mempertimbangkan determinan 

sosial seperti usia, status sosial ekonomi, beban pengeluaran, serta 

ketimpangan spasial. Selain itu, pembelajaran dari praktik global, seperti 

model revitalisasi pedesaan di Tiongkok, menegaskan pentingnya tata kelola 

yang kuat dan berbasis bukti dalam menyusun strategi pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi prinsip SDGs, 

reformasi agraria, dan penguatan kapasitas lokal perlu menjadi bagian tak 

terpisahkan dari agenda kebijakan publik di Indonesia. Agenda Riset yang 

mendesak untuk dilakukan adalah kajian longitudinal berbasis wilayah 

terhadap efektivitas program perlindungan sosial pasca-pandemi dalam 

menurunkan kemiskinan multidimensi, serta riset evaluatif terhadap 

implementasi Undang-Undang Desa dalam mendukung revitalisasi pertanian 

dan distribusi aset agraria secara adil. Kedua riset ini krusial untuk 

memastikan bahwa kebijakan sosial yang diambil benar-benar menjangkau 

kelompok paling rentan dan memperkecil jurang ketimpangan struktural di 

tingkat lokal. 
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